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Abstrak

Heliana : Fungsi Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang
dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja i

Skripsi. Pontianak : Program Studi IImuBeTﬁerlntahan Kerjasaxqa Fakultas Il 1u Sosial dan lImu
Politik dengan Pemerintah Provmsl.Kefllmantan Barat. 2013 '~-.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untlk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasap inas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabtipaten Bengkayang serta menganalisis faktor yang mempengaruhl fungsi
pengawasannya. s .

Penelitian yang dllakukan meru fakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan k alltatlf‘

Hasil penelitian ini” menunjukk :n"bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh - inas SosmlTenaga
Kerja dan TranSmigrasi belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal’ wang
mempengaryhl Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di dalam negeri dan diluar negeri. %,
Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap kinerja pegawé‘i
dalam nielaksanakan tugas, p kok dan fungsmya Pengawasan mternal belum optimal disebabkan ‘
beberapa faktor yang mempeng :ruhi antara lain pergantian-pegawai’ ‘dan penempatan pegawai yang tidak |
sesuai %nurut keahlian dan pe didikan. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pegawai sesuai bidangnya
masing-masing kepada masyarakat. Beberapa faktor yafgifiempengaruhi pengawasan: eksternaladalah |
kurangnya kesadaran para tenaga kerja dalam memberikan laporan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dar}?
Transmid}asi sedikitnya laporan perusahaan sehinggasulit dilakukan pengawasan akan karyawan dalam
perlindungan dan keselamatan Kerja. Laporan yarigy qyat{se%tra otomatis memberikan kekuatan hukupﬁ

bagi para t%lpaga kerja. d
Kata Kuncis Fungsi Pengawasan, Dinas Sosial Te a Kerja d&h Transmlgra3| Penempatan dan ]
Peri,ndungan Tenaga Kerja, Pengawasan I'h'ter Reﬂ'gawasan Eksternal ¥
f
‘;' Abstrgct n‘

Heliana : Oversx ht Function “Of Labor and Social Serwces Districts Gorged Transmlgratlon"ln The
Placement and Protection Of Labor.Bengkayang Regeney -~
Thesis. Pontianak ‘& Cooperation .Science Program Administration Faculty of :ocial and Political
Sciences and The Government of West Borneo Province.* r
This Thesis aims to revéal the function of monitoring the-implementation of the social services workforce
and transmigration Bengkayang Regency and analyze the factors that affect to functlon of'supervision.
Research conducted a descriptive research,with a qualitative approach, ="
Result of this study indicate that the oversight function performed by the social services workforce and
transmigration is not optimal due to several internal and external factors affecting the placement and
protection of workeds in the country and abroad. Internal oversight is supervision conducted by the
department head of the employee’s performance in carrying out the duties and functions. Internal
monitoring is not optimal due to several other factors, including turnover and placement that are not
appropriate according to skills and education. External oversight by an employee according to their
respective areas of society. Some factors affecting the external oversight is the lack of awareness among
worker in the social services report to the manpower and transmigration, at least the company reports that
will be difficult to control and the protection of employees in workplace safety. Reports are created
automatically will give legal force to the labor.
Keywords : Oversight Function, Social Service Manpower and Transmigration,Placement and Labor
Protection, Internal Oversight, External Oversight
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Bengkayang  merupakan hasil pengawasan yang berkaitan dengan tugas

pemekaran dari Kabupaten Sambas yang pokok pemerintah. Fungsi pengawasan
dimekarkan menjadi tiga daerah yaitu: memperhatikan fungsi manajemen seperti
Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang perencanaan, pengorganisasian dan
dan Kota Singkawang. penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan
Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1999. Seiring

dengan ditetapkannya Undang-Undang No: ——— penyimpangan akan lebih mudah dan lebih

i

32 Tahun 2004 tent:ng PemerinIaHéﬁA
Daerah, Kabupaten Beng ayap,g:*‘merupakan

yang efektif untuk diterapkan adalah
pengawasan fungsional, karena setiap gejala

cepa’tm dlketahw Dalam  melaksanakan
keempat dal’i‘*fu‘.ga manajemen tersebut

daerah otonom yang mqn'rpu untuk mengatur
dan mengurus rkepentlngan masyarakat
setempat mem]rut prakarsarsendiri, nyata dan
bertanggung jawab. berdasarkan asplraS|
masy_arakat sesuai * dengan perur)dang—.

undangan yangsberlaku.

secara baik, akan secac@ otomatis menunjang
pencapaian: tugas-tugas pdkok yang sesuai
dengan yang direncanakan. Pelaksanaan

tugas pokok suatu organisasi, tldak»akan
tercapal dengan baik ‘dikarenakan faktor

f pelaksanaan pengawasan yang. belum sesuai

'sBerdasarkan Peraturan  Pemerintah dengan yang direnc nakan. Dasar hukum

Norgor 3 Tahun 007  Kabupaten ":‘ " yang dapat dijadikan acuan dala'm
Bengkayang mencakup penyelenggaraan pelaksanan pengawasan adalah mengacul
'J ada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

urusaQ desentralisasi yang terdiri dari 26
urusanwajlb dan 8 urusanpilihan, tugas 5{1 l Nentang pemerintahan daerah yang dlperkuat

pembanﬁjan dan tugas umum pemerintahan. .V'" oleh peraturan pemerintahan No. 20, ‘Tahun

Dlnals?vl Sosial Tenaga Kerja —dan
Transmigrgisj‘ Kabupat .n Bengkayang
merupakan é%\{ah satu urusan—wajib. unsur
penyelenggaraafﬁx“ Pemerintahan . Daerah.
Dibentuknya Dina's"'.-$osiaIITenaga Kerja dan
Transmigrasi salah s;fuﬁyé'befhubw@
dengan penempatan tenaga kerja serta
perlindungan yang mengacu kepada Undang-
Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Oleh karena itu, Pemerintah berupaya
memberikan perhatian bagi para pencari
kerja melalui pengawasan. Perlu adanya
dilakukan  pengawasan  karena tanpa
pengawasan akan mengakibatkan terjadinya

penyelewengan-penyelewengan terutama
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2001 tentang pembinaan dan pengawasan
atas penyelenggaraan pemerlntahan daerah,
Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun

... 2004, tentang, Penempatan dg,n”'PerIindungan

tenaga kerja, pemerintah n)e]'aksanakan peran
dan fuums,i perlindungé’ﬁ’t;anaga kerja.
.tl'enaga Kerja di Indonesia dibedakan
menjadi tenaga kerja domestik dan
internasional. Tenaga kerja  domestik
merupakan angkatan kerja produktif yang
mencari kerja di dalam negeri, sedangkan
tenaga kerja Internasional adalah tenaga
kerja produktif yang mencari kerja di luar
negeri karena belum berkesempatan untuk
bekerja di dalam negeri karena keterbatasan
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lahan dan kesempatan kerja. Tenaga Kerja
dibedakan lagi berdasarkan klasifikasi yaitu

- Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja
dibedakan menjadi tenaga kerja dan
bukan tenaga kerja. Tenaga Kkerja

dikelompokkan dalam usia 15 sampai 65

(produktif), yang

tenaga Kkerja dikelompokkan

tahun sedangkan
bukan
dalam usia kurang dari 15 tahun atau di
atas 65 tahun.

batas

- Berdasarkan kerja gi.ben‘ék‘ar'w

menjadi angkatan jxarja"dan bukan
angkatan kerja .
dibedakan
menja'dl tenaga kerja terdidik, tenaga
kErJa terampil-dan tidak terdidik.”

- Berdasarkan kualit *snya

;,*" Akan tetapitidak se ‘ua pendudukyang
I memasuki-usia kerja t rmasuk angKatan

!* kerja. Sebab mereka yang; tidak aktif' dalam

H,keglatan ekonomi tidak termasuk dalam

E |
’»
4

terkadang menemm u |

kelompok angkatan kerja. Misalnya, ibu

ri’{mah tangga, mahasiswa, pelajar dai
seﬁagalnya "‘.
\"‘LKetenagakerjaan
ban);'&ég masalah. Masalah ketenagakerjaan d
yang séging ditemui yaitu-:
Ren.éig_hnya kualitas tenaga kefja dalam =
pengu‘g's_aan illmu yang-tergolong. dalam
klasifikas.;i‘\bprdasarkah kualitasnya
Jumlah  angKatan- kerja yang tidak
sebanding dengan kesempatanErja_; o
Kesenjangan antara supply dan demand
menjadi alasan untuk melakukan migrasi
keluar negeri  sebagai

tenaga kerja

internasional. Migran Indonesia mencakup
pekerja profesional yang berkeahlian tinggi
dalam sektor manajemen dan teknologi serta
tenaga kerja dengan keahlian dan kualitas

masih di bawah rata-rata sehingga mereka
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.
v & e

dipekerjakan sebagai buruh dalam jenis
pekerjaan yang bercirikan tiga D: dirty
(kotor), difficult (sulit) dan

(berbahaya). Hal ini sebabkan karena adanya

dangerous

push dan pull faktor antara lain: keinginan

yang tinggi,
permintaan tenaga kerja Indonesia dari

bekerja begitu adanya
Sarawak, pendapatan atau upah yang
menjanjikan di negara tujuan serta hasrat
memenuhi kebutuhan hidup termasuk wanita
yang senang menyesuaikan trend-trend

e iashlon perkembangan jaman. Para migran
umumnyaHmemperoIeh pekerja
buruh  di

konstruksi, pekerja pab_rlk dan kebanyakan

sebagai
perkeb nan dan kawasan
sebagai pekerja- rumah ta‘ﬁgga di rumah-
rumah pribadi. ’
. minat

_Tingginya masyarakat ~ di

I_(élimantan Barat  khususnya Kabupéten
Bengkayang untuk mencari kerja di rluar
negeri disebabkan oleh pull dan push i“aktor.
Pengiriman Calon T naga Kerja Indop‘esia
(CTKI) bukanlah hal yang salah, te_t‘épi ada
beberapa kejanggalani yang senga;él dibuat
oleh para pengirim _TKI atau béhkan dari
individu itu dalam h-l pembuatz{n dokumen
Mer@kra

pintas J dengan

kerja. terkadang
tidak

menggunakan dokum.n 'r/egmi atau visa kerja

keberangkatan

melewati...jalan

sebagai Tenaga Kerjaﬂlﬁ'donesia (TK.

Beberapa ~glasan mengapa  tidak

I
menggunakan visa kerja atau dokumen resmi

disebabkan anggapan bahwa proses
yang  berbelit-belit,
menghabiskan waktu dan biaya yang besar.

pembuatan serta
Para TKI menggunakan Paspor Lintas Batas
melalui Pos Lintas Batas tradisional (Jagoi
Babang;Serikin) yang berlaku hanya untuk
beberapa hari atau bulan. Pos lintas batas

tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas
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batas yang digunakan oleh penduduk
setempat di wilayah perbatasan  atau
penduduk perbatasan  negara tetangga

sebagai jalaur perjalanan lintas batas di
wilayah yang telah disepakati. Paspor lintas
batas digunakan dalam hal kunjungan dan

bukan dalam hal bekerja. Tetapi masih saja
ada yang menggunakan paspor lintas batas
untuk bekerja. Apabila batas waktu paspor
lintas batas sudah habis, maka para TKI ini
menjadi illegal. Dari data yang ada, sekltar
100.000 TKI bekerja di perusahaan §ar-aWak
Malaysia. TKI resmi melalwchTKI sekitar
30.000 orang denggnr rata rata pengiriman
9.000-13. OOO TK1 per tahun."Terdapat sekitar
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70.000* TKI illegalk di  perusahaan
Sarawa'I;,MaIaysia' (Kompas, 09 Fébruari
o 2000). 4« e
f"} Berdasarkan data :di atas Jumlah

'basyarakat Indonesia yang menjadi TKI [ Jm—

Igar negeri cukup besar. Tetapi sebagian ‘_-;
b%sar TKl-merupakan TKI tidak resmi yanj '.

tldak memiliki dokumen resmi keimigrasi
Apaplla nanti dilakukan 3
pemérintah Malaysia,

pemeriksaan o
e,
para TKI tidak
berdo‘kymen ini akan diproses karena tidak
memilil‘<'i; dokumen resmi-keimigrasian. Para
TKI terseﬁut tidak memiliki-kekuatan hukum
sebagai upaya pembelaanu ‘karena .dokumen
yang tidak resml Hal ini menyulitkan

pemerintah Indonesia terutama Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam o

memproses serta melakukan pembelaan jika
terjadi masalah terkait TKI karena tidak
adanya dokumen resmi keimigrasian.
Kurangnya pengawasan yang dilakukan
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam hal pengawasan terhadap pembuatan
dokumen  menjadikan TKI banyak yang

dieksploitasi baik dalam hal penahanan,
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*‘J
I

2.

oleh pegawal

penyekapan, upah yang rendah, perlakuan
yang tidak baik hingga akhirnya dideportasi.
Alasan mengapa TKI dideportasi karena
dokumen keimigrasian yang tidak sah, tidak
berlaku atau kadaluarsa, serta banyak dari
para TKI yang menggunakan visa kunjungan
atau paspor lintas batas dan bukan
menggunakan visa Kkerja. Praktik seperti ini
terus berlangsung sepanjang tahun meskipun
beresiko.
Berdasarkan informasi yang dihimpun
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmlgr i Kabupaten Bengkayang telah
~membantu memuiankan dua orang TKI asal
Kabupaten Bengkayang darl Malaysia. TKI
ini diketahui bermasalah ’ka,rena berbagai
macam kasus. Pada tahun 2011 terdapat dua
kasus yang ditanga i oleh D|na§ §03|al
Teﬁéga Kerja dan Transmigrasi Kabuﬁaten
Bengkayang (Equator, Jumat, 14 Oktob'br
2011). o |
permasalahan  di |

Berdasarkan atas,

3 penulis tertarik untuklmengﬂngkap s?"cara

h_' detail bagaimana fungsi Dinas Sosial,'Tenaga

Kerja dan  Transmigrasi Kabupaten
Bengkayang Kabupaten Bengqugng dalam
penempatan dan perlindunganl-‘?fénaga kerja.
C_)Ieh_karenarua- Undang-Ungfgxng sangat

_diperlukan .dalam masala:,h?'benempatan dan
perlindungan untuk e.l‘l’ndungi tenaga kerja
sepertl _yang. tert”ntum dalam Undang-
Undang No 39 Tahun 2004

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

tentang

Rumusan Permasalahan

Perumusan permasalahan sangat penting

dalam  penelitian, karena  perumusan
permasalahan berfungsi sebagai petunjuk
yang akan mengarahkan penelitian itu

kepada tujuan yang tepat (Tohardi, 2008:87).
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah;

Bagaimana fungsi pengawasan Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam

Kabupaten Bengkayang

penempatan dan perlindungan Tenaga
Kerja?
3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini ;
Untuk  mengungkapkan pelaksanaan
fungsi pengawasan Dinas Sosial Tenag,a.-

Kerja  dan Transmlgragl_:' dalam =
penempatan dan peyfbnﬁngan tenaga
kerja di Katlgpﬁt'gr? Bengkayang:
Mengg}r}gﬁéis faktor yang mempengaruhi
fungsi

';.rﬁ‘enempatan dan perlindungan 'Tenaga

pengawasan internal_ dalam

~
¥
o

Kerjadi Kabupaten Bengkayang
faktor _
memperngaruhi fungsi pengawasan

Menganalisis yan g

eksternal dalam  penempatan danR |

iy ﬁ‘ 3 )

-A, lt

perlindungan  Tenaga

Kabupaten Bengkaya g
4, Manfaat Penelitian .

Fok‘lus penelitian adalah fungsi Dinas ¢
Sosial T?naga Kerja dan Transmlgra5| yang
memiliki xinalnfaat praktis olan teoritis yaitu:
Manfaat Prakys
1. Bagi Pemé'r’i.rg_tah

Dapat dijaai_ké'n' ““Sebagai.informasi

bahan koreksi dalam

dan sebagai

mengetahui kelebihan dan kelemahan
dinas yang dimiliki sehingga dijadikan
bahan pembanding atau koreksi untuk
pengoptimalan pengawasan fungsi dinas.
Bagi Masyarakat

informasi

Sebagai kepada

masyarakat  bagaimana  pemerintah

bekerja semaksimal mungkin dalam
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"

" B. KERANGKA TEORI D

menangani berbagai kasus kemanusiaan
yang
sekaligus

menyangkut  ketenagakerjaan,

pembelajaran perlunya
pemenuhan persyaratan sebagai tenaga

kerja di luar negeri.

Manfaat Teoritis

1. Dapat menjadi bahan referensi untuk
penelitian yang sejenis dan menambah
kepustakaan

1. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji

dan menganalisis fungsi dinas itu
Ny

A‘éertd,'ri dalam
penem\mﬂaﬂ  da

kerja.

“enanggulangi masalah
perlindungan tenaga

"
-,
-
-

2. Dapat” bermanfaat bé"gL pengembangan

ilmu pengetahuan, *'f.,.menambah

wawasan, dam mengasah ké?ﬁampuan
menganalisis pérmasalahan yang -a:"da.

)
IN METODOLQGI

f

1. Konsep Pengawa-an

Pengawasan sec-ra umum Sﬁartikan
sebagai suatu kegiatan administrasi yang
bertujuan mengandalkan evaluasi té’rhadap
pekerjan yang suda: diselesairk"an apakah

sesuai dengan rencanaatau tidq'lé. Karena itu

Bﬁkanlah_dimjksudkan untuK'mencari siapa

yang: salah atau ya ¢ benér tetapi lebih
diarahkan kepada upaya untuk melakukan
koreksi terhadap—hasﬂ kegiatan.

Dengan demikian jika terjadi kesalahan
atau  penyimpangan-penyimpangan yang
tidak sesuai dengan sasaran yang ingin
dicapai, maka segera diambil langkah-
langkah yang dapat meluruskan kegiatan
berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi
dalam manajemen dimana fungsi manajemen
terbagi dalam

fungsi perencanaan
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(Planning), fungsi pengorganisasian
(Organizing), fungsi pelaksanaan
(Actuating) dan  fungsi pengawasan

(Controlling) menurut Griffin (2004: 44)
dalam GR Terry.

Pengawas mempunyai peranan yang
penting  dalam

manajemen  kegiatan.

Pengawasan adalah proses dalam

menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan
tindakan yang dapat mendukung pencapaian

hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja _

yang telah ditetapkanterse -ut. =
MenurutWinardi (200, =*hal. ~ 585)
"Pengawasanadalahsen‘mgaktivitas yang

dllaksanakanolehplhakma ajerdalamupayam
emastlkan,b%wahaﬂlaktualsesualdenganha5|l
yang dlrencanakan ’
2009 ,1953 )
mengemukakan bahwa pengawasan adalah

ImandanS|swand|(

gebagal proses untuk menjamin hahwa ———
tgjuan tujuan organisasi dan  manajemen r_-;

tercapai.~Ini berkenaan dengan cara-cara

membuat kegiatan-kegiatan  sesuai y_

dlrélglcanakan Pengertian ini menunjukkan

L’ h
adanya hubungan yang  sangat erat antara
peren?ﬁanaan dan pengawasan. Pengawasan &

juga merupakan salah satu-fungsi manajemen

dimana p&.]gawasan dapatmenentukan "~ ~-

apakah pennapalan tujuan_telah. berjalan
secara optlmar‘»atau tidak. Secara’ umum
pengawasan bersﬁaf"top-dow.iung&
pengawasan diperlukan untuk mevmasm o
yang
dikoordinasikanberjalan sebagaimana

apa telah  direncanakan  dan
mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan
dengan semestinya maka fungsi pengawasan
juga melakukan proses untuk mengoreksi
kegiatan yang sedang berjalan agar dapat

tetap mencapai apa yang telah direncanakan.
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efektif

bilamana sistem pengawasan itu memenuhi

Sistem  pengawasan  akan
prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem
pengawasan itu tetap dapat dipergunakan,
meskipun terjadi perubahan terhadap rencana
yang diluar dugaan.
Pengawasandalamtekniknyadibagimenja
danekstern.Berikut

dipengawasan intern

yang merupakanpenjelasan intern danekstern

a. Pengawasan internal, adalah

. Pengawasan yang dilakukan kepada
aparat.dglam organisasi itu sendiri.
Padadasarnyapkngawasanharusdl lakuka

nolehplmplnanse digi.  Setiappimpinan

. ‘L‘
unit i "

-

] dalamorganisasiberkewajibaﬁh\gmbantu
pimpinanmengadakanpengawasaﬁ"sgcara

.-"fungsionalsesuaidenganbidangtugasr}ya

masing-masing. 'f

b. Pengawasaneksternal, «+ |
adalahpengawasanyang diqu<ukan
langsung . fdalam

penempatandanperlindungantenaf;lakerja
kepada tenaga kerja. Contohnya Kepala

Bidang yang menangani .bldangnya

langsung: _.7

!

Tenaga.kerja merupalgdﬁ penduduk yang
¥

2. TenagaKerja

berada dalam usia kerjﬁfMenurut UU No. 13
tahun 2003, Bab*Pasal 1 ayat 2 disebutkan
bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu  melakukan  pekerjaan  guna
menghasilkan barang dan atau jasa baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat. Secara garis besar
penduduk suatu negara dibedakan menjadi

dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan
tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga

kerja jika penduduk tersebut telah memasuki
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usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di
Indonesia adalah berumur 15 tahun — 65
tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang
yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga
kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia
dari para tenaga kerja ini, ada yang
menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang
menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada
yang menyebutkan di atas 7 tahun karena

anak-anak jalanan sudah  termasuk tenaga

kerja.

3. Penempatan dan PerlM@én Tenaga
Kerja ”

Pasal 1 angka-’i’. Undang’-Und'ang Nb. 13
Tahun 2603
menyebutkan bahwa- yang dimaksud dengan

yang

tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal

mendorong terwujudnya arus penempatan
yang berdaya guna dan berhasil guna, karena
berbagai sumber masalah sering menghadang
tenaga kerja tanpa diketahui sebelumnya oleh
yang bersangkutan seperti :

1.  Sistem dan mekanisme yang belum
mendukung terjadinya arus menempatan
yang efektif dan efisien

2. Pelaksanaan penempatan yang kurang
bertanggung jawab

3. Kualitas tenaga kerja Indonesia yang

¥ rendah

1. Metode Pen’eht\“rj

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan

dalam . penelitian ini dlgunakan penelitian
deskriptif. Penelitian deskrlptlf‘salah satu jenis
penelltlan yang bertujuan untuk menyajlkan

gé'mbaran lengkap mengenai keadaan .§bszial atau

’berhubungan dengan tenag : kerja pada waktu ,hubL}hQan antara fenome a‘yang diujiSubjek pada

qsebelum selama, dan sesudah masa kerja. —— penelitian ini r(diambil
%ldang hukum ketenag :kerjaan sebelum E—=; denganmengunakanteknikpurpesive sampling.
h‘ybungan kerja adalah bidang hukum yang b Adapun ,“ yang

be’gkenaan dengan kegiatani mempersiap Qf}( "I‘I

calon tenaga kerja sehingga memJ
untukmemasukl v
untuk l.!

lowongan. -pekerjaan baik di

ketefampllan yang cukup

dunia."iv kerja, termasuk  upaya
memper“qleh
dalam mai‘&pun di luar neg:ri dan mlekanismé =
yang harus dilalm tenaga kerja sebelum
mendapatkan pe'kerjaan

Pasal 1 angka‘?Unda-g;Uanng No. 39
Tahun 2004 ate

Perlindungan Tenaga Kerja menyebutkan

tentang Penempatan dan

bahwa Penempatan tenaga Kkerja adalah
kegiatan pelayanan untuk mempertemukan
bakat,

dengan

tenaga kerja sesuai minat, dan

kemampuannya pemberi  kerja.

Penciptaan mekanisme sistem penempatan C.

tenaga kerja baik di dalam maupun di luar

negeri dimaksudkan sebagai upaya untuk

Heliana
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‘menjad|subjekdalampenel1t|an|n|antarala|n
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmlgra5| Kepala idang Tené,ga Kerja
beserta.staf yang terlibat.

KemudianKegiata per_\gfumpulan data

© dalam., penelitjén. ini dil'aﬁukan melalui
wawaneara, 0° se[,\iasi, dan
teknikdokumentasi.Selanj,u‘fnyateknik yang

digunakan dalam- meénguji keabsahan data pada
Eﬁelﬁan ini adalah teknik triangulasi. Dimana
data yang diperoleh baik denga cara wawancara,
Akan
dianalisa secara lebih terfokus sehingga akan

observasi. dicross check kemudian

menghasilkan data yang lebih akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. “ Fungsi Pengawasan Dinas Sosial Tenaga
Kerja  dan

Transmigrasi ~ Kabupaten
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Bengkayang Dalam  Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja. Judul ini dipilih
setelah diadakannya pre survey dengan
melihat maslaah yang terkait dalam
ketenagakerjaan. Masalah Kketenagakerjaan
ini merupakan pengawasan yang berkaitan
dengan penempatan dan perlindungan tenaga
kerja baik itu yang berada di dalam dan luar

2.
negeri yang ada di kabupaten Bengkayang.

Penelitian yang dilakukan termasuk
jenis penelitian deskriptif dengan penderlga_,tan'-“'“"*m
kualitatif. Peneliti sebagai ini;[;uméﬁf-kunci
dengan teknik pengumg;naﬁ' data triangulasi,
wawancara, d(_)!gum’éﬁtasii dan-_observasi.

Dalam mel\@kﬁénakan fung,s_inya Dinas Sosial
Tenagg.'l'{'erja dan; Transmigrasi Kabupaten
Ber']glzayang memerlukan fungsi manafemen
’@g'ér menunjang" pencapai:n kinerja, menjadi

optimal dalam pengawasan.

|

3 - c
1 Pengawasan Dinas initdilakukan dalam

pa‘ndekatan internal dan eksternal. Dimana

peﬂ,gawasan internal itu sendiri dilaksana

~=

oleﬁ'q Kepala Dinas sebagail informan pang_'
A L

S

kepada bawahannya. Pe gawasan ekternal

dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial"Tenaga L
Kerja déin Transmigrasi- yang berkaitan _

A i .
langsung menangani masalah yang-berkaitan 3
dengan keteﬁagakerjaan baik yang ‘berada di &

N .

dalam negeri dansluar negeri.

.
_~
——

Berdasarkan hasil ‘ptﬁelﬁanﬁhi —
ditemukan masih lemahnya atau terbatasnya
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam melakukan pengawasan
disebabkan oleh

mempengaruhi

terhadap
tenaga kerja. Hal ini

beberapa  faktor

yang
pengawasan internal dan eksternal. Untuk ini
perlu akan

adanya perencanaan

pengoptimalan kerja Dinas Sosial Tenaga

Heliana
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Kerja dan  Transmigrasi  Kabupaten

Bengkayang.  Adanya mekanisme fungsi
pengawasan internal dan eksternal bertujuan
untuk memaksimalkan fungsi pengawasan

yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan  Transmigrasi  Kabupaten
Bengkayang.

Keterbatasan Studi

Selama melakukan penelitian terdapat

keterbatasan-keterbatasan serta kekurangan
.}\_d_an kelemahan yang dialami oleh peneliti
kgﬁkan .__‘perada di lapangan. Adanya
. keterbatas;;w\iﬂi,‘g.isebabkan karena beberapa
hal ; b

- Keterbatasan waktu -"yang dimiliki oleh

" peneliti 'yang' hanya diber,jkan masa

penelitian kurang-lebih dua Fﬁiqggu di
A,--Iapangan sehingga... peneliti .‘I’ianya
membahas bebe-apa'hal penting .}Jada
pokok pembahasan dgngan mengolah
hasil wawancara yang dilakukan Kepada

s . 1
para informan penelitian: J

Keterbatasan dalam mql‘akukan
wawancara kepada Kepala*r Dinas
dikarenakan  Kepala Dir?é{s tidak
memiliki banyak waktu dalgiin hal

= wawancara. ;‘!

Apresiasi . f

Pada kesempatan ini,f'g;ya mengucapkan
terima kasih kepada. déluruh jajaranaparatur
—pemerirﬂah’biﬁés Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasiyang telahmengizinkan
penelitiuntukmelakukanpenelitiandi  tempat
tersebut dantelahbanyakmemberikan bantuan
kepada peneliti sehinggapenelitian ini dapat
terselesaikan.
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